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A. Latar Belakang

Penyelenggaraan otonomi daerah merupakan salah satu upaya strategis
dalam memberikan kewenangan dan keleluasaan membentuk dan melaksanakan
kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat. Otonomi daerah, sebenarnya
secara konsep mengandung prinsip atas asas desentralisasi dalam wujud otonomi
yang luas, nyata dan bertanggung jawab, kemudian dirumuskan dalam kebijakan
otonomi daerah yang sifatnya menyeluruh dan dilandasi oleh prinsip-prinsip dasar
demokrasi, kesetaraan dan keadilan disertai untuk kesadaran akan keaneka ragaman
kehidupan kita bersama sebagai bangsa dalam semangat Bhineka Tunggal Ika.
Otonomi daerah dan demokrasi merupakan dua konsep yang harus berjalan terpadu
untuk menciptakan tatanan pemerintahan yang ideal, mulai dari tingkat pusat
sampai tingkat desa.'

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, desa diberi kebebasan penuh untuk
mengelola rumah tangganya, sebagaimaana di uraikan dalam UU No.32 Tahun
2004 Tentang Pemerintah Daerah yang menyebutkan Desa adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang memiliki wewenang

untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri berdasarkan asal usul dan

' Hanif Nurcholis, Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Jakarta: Erlangga, 2011)
64.



adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).>

Terjadinya pergantian dari orde baru kepada orde reformasi sejak 1998
telah menyebabkan kemunculan kembali kekuatan-kekuatan politik desa.
Masyarakat desa mengalami proses partisipasi politik yang termobilisasi oleh faktor
birokrasi pemerintah desa. Dan yang paling penting adalah ketika dimunculkannya
perubahan paradigma pembangunan dari orientasi struktural birokrasi sentralistik
berubah menjadi sistem birokrasi desentralistik.>

Adanya kebijakan otonomi daerah melalui Undang-Undang No.22 Tahun
1999 mengisyaratkan pemerintah dan masyarakat di daerah dipersilahkan mengurus
rumah tangganya sendiri secara bertanggung jawab. Pemerintah pusat tidak lagi
menguasai/mendominasi mereka. Peran pemerintah pusat dalam konteks
desentralisasi ini adalah melakukan supervisi, memantau, mengawasi dan
mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah.*

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan suatu negara demokrasi.
Adapun demokrasi yang dipraktekkan di Indonesia ini didasarkan pada prinsip
musyawarah dan mufakat atau prinsip kekeluargaan yang bersumber pada

kepribadian dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Salah satu bentuk dari

2 UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Jakarta : Sinar Grafika, 2005) 4-5.
SuJamlo Otonomi Birokrasi Partisipasi (Semarang:Dahara Prize,1992) 51.
* Haris Syamsudin, Desentralisasi & Otonomi Daerah (Jakarta: LIPI Press,2007) 9.



demokrasi di tingkat desa yaitu pemilihan Kepala Desa yang merupakan wujud dari
pelaksanaan demokrasi langsung.’

Disamping itu kehadiran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai
peranan atau kedudukan yang penting yaitu membuat peraturan desa, menampung
dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pangawasan terhadap
penyelenggaraan pemerintahan desa, lembaga ini merupakan perwujudan
demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur
penyelenggaraan pemerintahan desa, dalam hal ini proses Pilkades (Pemilihan
Kepala Desa).®

Dalam kajian siydsah syar'iyyah pengangkatan pejabat untuk mengurusi
perkara kaum muslimin ini mutlak harus dilaksanakan. Oleh karena itu, perlu
dilakukan suksesi selektif bagi orang-orang yang akan dipilih untuk memangku
Jabatan tersebut karena jabatan itu adalah sebuah amanat yang harus dilaksanakan
sesuai dengan misi yang di embannya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW.

kepada Abu Dzar al-Ghifari r.a.

(s 91)) Wb ke (ol oy Uy i1 00 W1 Iy (s 2 ) Y 2501 G
Artinya: “Sesungguhnya ia adalah amanat. Dan pada hari kiamat ia merupakan
kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi mereka yang mengembalikannya

sesuai dengan haknya dan melaksanakan apa yang menjadi tuntutannya”
(H.r.Muslim).”

5 Meriam Budiardjo. Demokrasi di Indonesia( Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996) 243,
® UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Jakarta : Sinar Grafika, 2005) 119.
7 Ibnu Taimiyah, Siyvasah Syar’iyah (Surabaya: Risalah Gusti, 1995) 5.
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Sebagai sarana mewujudkan kedaulatan rakyat di desa, suksesi kepala desa
secara demokratis merupakan embrio dimana partisipasi masyarakat desa yang
otonom itu dapat segera terwujud menjadi kenyataan. Upaya melakukan revitalisasi
terhadap budaya demokrasi yang sempat terabaikan khususnya selama masa orde
baru yang tentunya dengan pendekatan dialogis dan partisipatoris.
Dengan demikian, munculah berbagai macam produk kebijakan yang ditujukan
untuk menata penyelenggaraan pemerintahan desa, dimana berdasarkan prinsip
desentralisasi, sebagian besar kewenangan penataan penyelenggaraan pemerintahan
desa diserahkan kepada pemerintahan di level Kabupaten. Berdasarkan kewenangan
ini, maka Pemerintah Kabupaten menjadi ujung tombak kewajiban pemerintah
pusat untuk menata desa dan salah satu dari program perencanaan otonomi desa
yang masih dibawah lingkup kabupaten adalah penanaman pemahaman tentang
politik ditingkat desa yakni dengan diadakannya pemilihan Kepala Desa.®

Pemilihan kepala desa di desa Daleman kec. kedundung, dipilih secara
langsung oleh warga desa setempat, dalam praktek ini terjadi kompetisi yang bebas,
partisipatif, langsung dengan prinsip One Person One Vote’, namun akhir-akhir ini
sesuatu yang diharapkan dari pilkades ini tidak sesuai dengan yang diinginkan,
biasanya, beberapa hari sebelum pemilihan kepala desa, terdapat peraktik intimidasi
dan pembagian uang terhadap masyarakat yang memiliki hak pilih, hal ini

berlangsung hingga salah satu calon yang di unggulkan menang dan ini dilakukan

8 Bayu Surianingrat,Pemeritahan Administrasi Desa dan Kelurahan (Jakarta: Rineka Cipta, 1992) 61.
? Miftah Thoha, Birokrasi & politik di Indonesia (Jakarta: Rajawali pers.2003) 102.



oleh tim sukses masing-masing calon. Selain itu pelaksanaan pilkades juga diﬁuat
ajang perjudian dengan omset ratusan juta rupiah. Realita yang ada dilapangan
menunjukkan kegiatan tersebut sering terjadi ketika ada pelaksanaan pilkades
sehingga masyarakat resah ketika akan ada pemilihan kepala desa. Dari uraian di
atas dapat ditarik pertanyaan, Sejauh manakah efektifitas Peraturan Daerah
(PERDA) Kabupaten Sampang No.5 Tahun 2006 dalam mengatur
pelaksanaan kepala desa yang mengandung unsur intimidasi, politik uang dan
perjudian serta bagaimana hal ini jika ditinjau dari siyasah syar 'iyyah?

Dari pemaparan diatas, maka kemudian penulis tertarik untuk melakukan
kajian mengenai hal tersebut, dalam sebuah kajian skripsi. Untuk itu agar dapat
komprehensip pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis membuat judul kajian
“TINJAUAN SIYASAH SYAR’IYYAH DAN PERDA KAB. SAMPANG NO. 5
TAHUN 2006 TERHADAP PELAKSANAAN PILKADES DI DESA
DALEMAN KECAMATAN KEDUNGDUNG KABUPATEN SAMPANG”.

B. Identifikasi Masalah
1. Pelaksanaan Pilkades di Desa Daleman Kecamatan Kedungdung Kabupaten
Sampang yang di jadikan acuan.
2. Perda Kab. Sampang sebagai Landasan hukum yang dijadikan tolok ukur dalam
pelaksanaa Pilikades.
3. Proses Pelaksanaan Pilkades di Desa Daleman Kecamatan Kedungdung

Kabupaten Sampang.



4. Dampak positif dan negatif dalam proses pelaksanaan Pilkades di Desa
Daleman Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang.

5. Analisis proses pelaksanaan Pilkades di Desa Daleman Kecamatan Kedungdung
Kabupaten Sampang ditinjau dari Siyasah Syar’iyyah dan Perda Kabupaten
Sampang No. 5 Tahun 2006 .

C. Batasan Masalah
Dari identifikasi masalah diatas, maka penulis membatasi masalah sebagai
berikut:

1. Tinjauan Siyasah Syar’iyyah terhadap Pelaksanaan Pilkades di Desa Daleman
Kecamatan Kedundung Kabupaten Sampang

2. Tinjauan Perda Kabupaten Sampang No. 5 Tahun 2006 terhadap Pelaksanaan
Pilkades di Desa Daleman Kecamatan Kedundung Kabupaten Sampang

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan Siydsah Syar'iyyah terhadap Pelaksanaan Pilkades di Desa
Daleman Kecamatan Kedundung Kabupaten Sampang?

2. Bagaimana tinjauan Perda Kabupaten Sampang No. 5 Tahun 2006 terhadap
Pelaksanaan Pilkades di Desa Daleman Kecamatan Kedundung Kabupaten
Sampang?

E. Kajian Pustaka
Dalam kajian pustaka ini, penulis telah melakukan kajian tentang berbagai
hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. Namun, skripsi

yang peneliti bahas ini sangat berbeda dari skripsi-skripsi yang ada. Hal ini dapat



dilihat dari judul-judul skripsi yang ada, walaupun mempunyai kesamaan tema,

tetapi berbeda dari titik fokus pembahasannya.

Dan untuk lebih jelasnya penulis akan kemukakan beberapa skripsi yang

mempunyai bahasan dalam satu tema yang dapat peneliti jumpai, antara lain :

1.

Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan
Sukodono Kabupaten Sidoarjo Ditinjau dari Hukum Islam” yang ditulis oleh
Susi Faizah ini menjelaskan tentang pandangan hukum terhadap pelaksanaan
pemilihan kepala desa yang di warnai dengan membagi-bagikan uang oleh
calon kepala desa kepada masyarakat setempat untuk memproleh dukungan.
Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan
Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang” yang
ditulis oleh Nur Inayah juga pada subtansinya sama dengan skripsi yang di tulis
oleh Susi Faizah, penjelasanya menitik beratkan pada efektifitas hukum Islam
terhadap praktek politik uang (membagi-bagikan uang) sebelum hari
pelaksanaan pemilihan kepala desa yang dilakukan oleh salah satu calon.
Skripsi dengan judul “Studi Analisis terhadap Implimentasi Perda
Kab.Probolinggo No.8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan,
Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhenian Kepala Desa di Kec.Maron Antara
Tahun 2007-2008(Tinjauan Figh Siyasah dalam Mekanisme Penganghkatan
Kepala Desa)” yang di tulis oleh Shally Muhlishina ini membahas tentang

proses pelaksanaan pemilihan kepala desa mulai dari mekanisme pencalonan,



pemilihan, pelantikan sampai pemberhentian yang di laksanakan sesuai dengan
Perda Kab. Problinggo No.8 Tahun 2006 dan selanjutnya proses dan
pelaksanaan tersebut dikomparasikan dengan mekanisme pengangkatan
pemimpin dalam Islam, dalam hal ini Figh Siydsah yang dijadikan tinjauan
dalam menganalisis proses tersebut. Dari tiga skripsi ini terdapat beberapa
persamaan dengan skripsi penulis antara lain tentang politik uang dan peraturan
daerah sebagai landasan hukum. Sedangkan perbedaannya terletak pada
kajiannya yang lebih spesifik yaitu menggunakan siyasah syar’iyyah serta
penyajiannya yang menganalisis tiga aspek temuan, yaitu politik uang,
intimidasi dan perjuadian.

Demikian karya tulisan berupa skripsi yang membahas masalah pemilihan
kepala desa. Karya tersebut telah banyak memberikan inspirasi dan kontribusi besar
terhadap penulisan skripsi ini.

. Tujuan Penelitian

Setiap penulisan ilmiah tentu berdasar atas maksud dan tujuan pokok yang
akan dicapai atas pembahasan materi tersebut. Oleh karena itu, maka penulis
merumuskan tujuan penelitian skripsi sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Siyasah Syar'iyyah terhadap
Pelaksanaan Pilkades di Desa Daleman Kecamatan Kedungdung Kabupaten

Sampang.



2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Perda Kab. Sampang No. 5 Tahun 2006
terhadap pelaksanaan pilkades di Desa Daleman Kecamatan Kedungdung
Kabupaten Sampang.

G. Kegunaan Penclitian
Adapun kegunaan yang diharapkan penulis dari skripsi ini adalah :
1. Secara teoritis
Diharapkan skripsi ini dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu dan
wawasan hukum bagi diri penulis dan para pembaca pada umumnya.
2. Secara praktis
Dapat digunakan sebagai pandangan baru serta koreksi untuk pelaksanaa
pilkades sclanjutnya, karena ini merupakan hal baru yang masih jarang di
ketahui orang, dan dapat dijadikan sebagai kajian untuk pertimbangan
pembahasan selanjutnya yang berhubungan dengan masalah tersebut.
H. Definisi Operasional
Untuk mempermudah pemahaman terhadap istilah dalam penelitian ini,
maka dijelaskan maknanya sebagai berikut :

1. Pilkades :

Merupakan kepanjangan dari Pemilihan Kepala Desa, Pilkades adalah
salah satu pemilu langsung di Indonesia yang merupakan suatu kegiatan untuk

memilih kepala desa secara langsung oleh warga desa setempat.'®

' Pemilihan Kepala Desa, http:/id.wikipedia.org (10 Mei 2012)
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2. Perda:
Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (UU No.10 tahun
2004 tentang pembentukan perundang-undangan).'!
3. Siyasah Syar’iyyah :
Dalam konsepsi ketatanegaraan Islam, Politik disebut sebagai siyasah.
Sedangkan siyasah yang berpatokan kepada hukum-hukum Allah dan Rasul-
Nya disebut sebagai siyasah syar’iyyah.">
I. Metode Penelitian
1. Data yang dikumpulkan
Adapun data yang diperlukan dalam penulisan ini, yaitu:
a. Data tentang Pelaksanaan pilkades di Desa Daleman Kec. Kedungdung Kab.
Sampang.
b. Data tentang dasar hukum yang dijadikan landasan dalam Pelaksanaan
pilkades di Desa Daleman Kec. Kedungdung Kab. Sampang.
2. Sumber Data
Berdasarkan sumber data yang telah dihimpun diatas, maka yang
menjadi sumber datanya adalah sebagai berikut:
Sumber data primer yang merupakan sumber data utama dalam

penelitian ini adalah keterangan dari wawancara, antara laini:

1 Irawan Soejito, Teknik Membuat Peraturan Daerah (Jakarta:PT.Bina Aksara.1989) 53.
> Beni Ahmad Saebani, F. igh Siyasah (Bandung:Pustaka Setia, 2008) 121.
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a. Pihak Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD)
b. Warga desa setempat
c. Dokumen pelaksanaan Pilkades
Sedangkan sumber data sekunder yaitu dari literatur atau buku-buku
yang berkaitan dengan penelitian ini seperti data-data yang ada hubungannya
dengan judul yang akan diteliti.
J. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Observasi
Paling utama yaitu melalui pengamatan dan pencatatan dengan
sistematika masalah-masalah yang diselidiki yaitu pelaksanaan pilkades.
2. Wawancara
Wawancara dilakukan untuk mendeskripsikan hal-hal yang tersembunyi
dibalik realita sosial masyarakat dengan mengajukan pertanyaan secara lisan
dan dijawab secara lisan pula. Wawancara dalam penelitian ini digunakan
sebagai alat untuk mencari informasi-informasi yang tidak dapat ditempuh
dengan cara lainnya (observasi dan dokumentasi).
3. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan data tambahan yang mendukung data primer.
Untuk lebih menyempurnakan penelitian ini, maka peneliti menggunakan
teknik pengumpulan data berupa dokumen-dokumen. Ini agar dalam

pembahasannya, melelui penelitian ini akan memiliki nilai ilmiah serta dapat
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dipertanggung jawabkan. Penulis lebih berkonsentrasi dalam penelusuran dan
pengumpulan bahan-bahan pustaka dan data-data literatur relevan yang
bersumber dari Perda, buku-buku tentang Pilkades, majalah, data dari website
serta Koran.
K. Teknik Analisis Data
Sesuai dengan penelitian yang dipilih maka analisis data yang digunakan
adalah:
1. Deskriptif Analisis

Deskriptif analisis ini bertujuan untuk menggambarkan tentang proses

pelaksanaan Pilkades di Desa Daleman Kec. Kedungdung Kab. Sampang.
Tahap ini peneliti akan menganalisis data dengan menjabarkan
fenomena atau fakta yang terjadi di masyarakat, yaitu terkait dengan

pelaksanaan Pilkades di Desa Daleman Kec. Kedungdung Kab. Sampang.

2. Deduktif Analisis

Dalam tahap ini, peneliti akan menganalisis proses pelaksanan Pilkades
di Desa Daleman Kec. Kedungdung Kab. Sampang, dasar hukum
pelaksanaannya serta untuk mengetahui secara mendalam pandangan siyasah
syar’iyyah mengenai proses pelaksanaan Pilkades tersebut. Diawali dengan
mengemukakan teori-teori yang bersifat umum tentang pelaksanaan Pilkades di
Desa Daleman Kec.Kedungdung Kab.Sampang, untuk selanjutnya
dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus yaitu proses pelaksanaan Pilkades

berdasarkan Perda Kab.Sampang No.5 Tahun 2006.
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L. Sistematika Pembahasan
Skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis sebagai
berikut:

Bab kesatu berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang,
identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan
penelitian , kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan
sistematika pembahasan

Bab kedua berisi landasan teori tentang pengertian siyasah syar’iyah,
objek kajian siyasah syar’iyah, pengertian perda, fungsi perda, pengertian Kepala
Desa dan Pemilihan Kepala Desa.

Bab ketiga memuat proses pelaksanaan pilkades mulai dari
penjaringan, penyaringan bakal calon, pendataan daftar pemilih tetap, kampanye,
pemungutan, perhitungan suara dan pengumuman calon terpilih. Serta gambaran
umum wilayah Desa Daleman yang meliputi : kondisi geografis, kondisi
demografis, kondisi sosial budaya, kondisi ekonomi, kondisi politik dan kondisi
pendidikan.

Bab keempat adalah bagian yang membahas tentang analisis proses
pelaksanaan pemilihan kepala desa ditinjau dari siydsah syar’iyyah dan peraturan
daerah (PERDA) Kabupaten Sampang No.5 Tahun 2006 tentang tata cara
pelaksanaan Pilkades.

Bab kelima adalah penutup yang meliputi kesimpulan, dan saran-

saran.



